BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR |£ TAHUN 2023
TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.

1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-UndangNomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan :

B

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan
pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1,
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
Bupati adalah Bupati Lombok Barat.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Lombok Barat, yang terdiri dari Rumah Sakit Umum
Daerah Patut Patuh Patju dan Rumah Sakit Umum Daerah
Awet Muda Narmada.
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10.

11.

L3,

13.

-3-

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana
teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam
pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya APBD adalah rencana keuangan tahunan
Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengadaan Barang/Jasa BLUD adalah kegiatan
pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana yang
bersumber dari pendapatan BLUD-RSUD, yang berupa
jasa layanan, hibah yang tidak terikat, hasil kerjasama
dengan pihak lain, serta lain-lain pendapatan BLUD yang
sah di luar pendapatan yang berasal dari APBN/APBD,
baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh
penyedia barang/jasa.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah
Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
BLUD.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA
adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk
menggunakan anggaran BLUD.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
PA/KPA untuk rnengambil keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja
daerah/BLUD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja
Perangkat  Daerah (SKPD)} yang melaksanakan 1 (satu)
atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai
dengan bidang tugasnya.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja
Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan
oleh kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk
mengelola pemilihan Penyedia.

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional/personel yang bertugas melaksanakan
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau
E-purchasing.

Agen Pengadaan adalah Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa atau Pelaku Usaha yang melaksanakan
sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
yang diberi kepercayaan oleh RSUD sebagai pihak pemberi
pekerjaan.
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14.

15.

16.

1%.

18.

19.

20.

a1,

22,

28,

24,

25.

26.

2%.

Penyelenggara swakelola adalah tim yang
menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.

Rencana Umum  Pengadaan Barang/Jasa yang
selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana

Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh
RSUD.

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang
selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh
barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh RSUD,
organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan
yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang
tertentu.

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan
barang/jasa berdasarkan kontrak.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali
suatu bangunan.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang
keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang
membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau
keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah
dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan.

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-
purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa
melalui sistern katalog elektronik atau toko daring.

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia Jasa Konsultansi.

Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia
dengan peserta pemilihan dapat berasal dari Pelaku Usaha
nasional dan Pelaku Usaha asing.

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk
mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam
keadaan tertentu.
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48.

20.

(1)

(2)

(3)

-5-

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi
Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa
paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko
Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi
Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara
perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD yang bersumber dari
APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa
pemerintah.

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD yang bersumber dari:
a. jasa layanan;

b. hibah tidak terikat;

c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan

d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau

seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa
jenjang nilai dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa diluar
dari ketentuan yang berlaku pada Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa yang dananya berasal dari hibah
terikat, dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan
pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan Pengadaan
Barang/Jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui
pemberi hibah.

Pasal 4

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui:

a.
b.

Swakelola; dan/atau

pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa BLUD meliputi:

a. Barang;

b. Pekerjaan Konstruksi;



-6 -

c. Jasa Konsultansi; dan

d. Jasa Lainnya.

(1)

(2)

=5

BAB 111
PRINSIP DASAR DAN TUJUAN

Pasal 6

Pengadaan barang/jasa BLUD dilakukan berdasarkan
prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan,
adil/tidak diskriminatif, akuntabel, fleksibel dan praktek
bisnis yang sehat.

Pengadaan barang/jasa BLUD bertujuan untuk menjamin
ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih
murah, proses pengadaan yang fleksibel, sederhana dan
cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan
untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

BAB IV
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
PA;
KPA;
PPK;

a o

5o om0

Pejabat Pengadaan;

Pok ja Pemilihan;

Agen Pengadaan;

Penyelenggara Swakelola; dan

Penyedia.

Pasal 8

PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki
tugas dan kewenangan sebagai berikut:

a.

b.

™o Q0

o ¢

melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belan ja;

mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas
anggaran belanja yang telah ditetapkan;

menetapkan perencanaan pengadaan;

menetapkan dan mengumumkan RUP;

melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

menetapkan Penun jukan Langsung untuk
Tender/ Seleksi ulang gagal;

menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;

menetapkan PPK;



(2)

(1)

(2)

(3)
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(S)

(1)

- =

s

menetapkan Pejabat Pengadaan;

j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;

k. menetapkan tim teknis;

1. menetapkan tim juri/tim Ahli Untuk pelaksanaan
melalui Sayembara/Kontes;

m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan

n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk

metode pemilihan:

1) Tender/Penunjukan Langsung E-purchasing
untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu
Anggaran paling sedikit di atas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
atau

2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu
Anggaran paling sedikit di atas
Rpl10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g
kepada KPA.

Pasal 9

KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b melaksanakan
pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta
Tender Pekerjaan Konstruksi.

KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
terkait dengan:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja; dan/atau

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas
anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa.

KPA pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan
anggaran belanja BLUD dapat merangkap sebagai PPK.

Pasal 10

PPK sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf ¢ memiliki
tugas sebagai berikut:

a. menyusun perencanaan pengadaan;

b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
c. menetapkan spesifi kasi teknis/Kerangka Acuan Kerja
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(2)

(3)

(4)

[am—y

m.
n.
0.
p.

o Bi

menetapkan rancangan kontrak;
menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;

menetapkan  besaran uang muka yang akan
dibayarkan kepada Penyedia;

mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit
di atas Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah);
mengendalikan Kontrak;

menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan;

melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan
kepada PA/KPA;

menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan
kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

menilai kinerja Penyedia;

menetapkan tim pendukung;

menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
menetapkan Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan

kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan
pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah
ditetapkan.

Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan
Barang/,Jasa yang menggunakan anggaran belanja
dari BLUD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk
melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan
kompetensi PPK.

Pasal 11

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d memiliki tugas:

a.

b.

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan
Langsung;

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan
Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan
Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang

\/



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

+8

bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah); dan

melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 12

Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e memiliki
tugas:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan
Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan
Langsung;

b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk
metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu
Anggaran paling banyak Rpl10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah).

Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beranggotakan 3 (tiga) orang.

Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas
pemilihan  Penyedia, anggota Pokja  Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah
sepanjang berjumlah gasal.

Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga
ahli.

Pasal 13

Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf f dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) mutatis mutandis dengan tugas
Pokja Pemilihan dan/atau PPK.

Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 14

Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf g terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana,
dan atau Tim Pengawas.

Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran,
rencana kegiatan jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
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(3)
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

= 1) =

Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat,
mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan
pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan
pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa.

Pasal 15

Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
h wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa
yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab atas:

a. pelaksanaan Kontrak;

b. kualitas barang/jasa;
c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
d. ketepatan waktu penyerahan; dan

o

ketepatan tempat penyerahan.

Pasal 16

Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan,
penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran
Pengadaan Barang/Jasa.

Perencanaan pengadaan terdiri atas:

a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.

BAB IV

METODE PEMILIHAN PENYEDIA
BARANG /PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA

Pasal 17
Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
a. E-purchasing;
Pengadaan Langsung;
Penunjukan Langsung;
Tender Cepat; dan
Tender.

-

E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam
katalog elektronik atau Toko Daring.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

=Mz

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/.Jasa Lainnya

untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) meliputi:

a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak
untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang
dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;

b. barang/jasa yang bersifat rahasia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan
satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan
tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang
secara keseluruhan tidak dapat
direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;

d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha
yang mampu;

e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang
hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari
pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi
pemenang tender untuk mendapatkan izin dari
pemerintah;

f. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan;

g. pernilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan
Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam
hal terjadi pemutusan Kontrak; atau

h. pemanfaatan Barang Milik Daerah yang bersifat
khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Buapati.

Tender Cepat sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

huruf d dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah

terkualifikasi dalam. Sistem Informasi Kinerja Penyedia

untuk pengadaan yang:

a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat
ditentukan secara rinci; atau

b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek.
Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan

metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
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BABV

PENETAPAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA
JASA KONSULTANSI

Pasal 18

Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri
atas:

a. Seleksi;
b. Pengadaanlangsung;dan
c. Penunjukan langsung.

Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling
sedikit di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang
bernilai sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).

Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam
keadaan tertentu.

Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1
(satu) Pelaku Usaha yang mampuy;

b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1
(satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau
pihak yang telah mendapat izin pcmegang hak cipta,

d. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan
hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak
direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi
gugatan dan atau tuntutan hukum dari pihak
tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau
pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;

e. permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia
Jasa Konsultansi yang sama,;

f. Jasa Konsultansi yang setelah dilakukan Seleksi
ulang mengalami kegagalan;

g pemilihan penyedia untuk melanjutkan Jasa
Kcnsultansi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak;

h. Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

i. Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 24 Tahun 2015 tentang Wewenang Pengadaan
Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Patut
Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 24 Februar 2013

BUPATI LOMBOK BARAT

S

H. F AUZAN HALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 24 Tobrpam 2023

SEKRETARIS DAERAH

‘ABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. ILHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023 NOMOR /§




